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. bahwa berdasarkan Peraturan Dacrah Propinsi Lampung

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Org si dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi
Lampung, Bagian Pemey Kas Daerah Biro Keuangan
Setda Propinsi Lampung ditetapkan sebagai Pemegang Kas
Daerah Propinsi Lampung;

babwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam
rangka kelancaran penyeleng dan tertib administrasi
penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah, dipandang
perlu menunjuk Bagian Pemegang Kas Daerah pada Bire
Reuangan Sekretariat Daerah Propinst Lampung  untuk
menyelenggarakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah
vang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan,
pemhuyaran atau  menyverahkan  dan  mempertangoung
jawabkan uang dun surat berharga;

babwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut
dimas, perlu  ditetapkan  dengan  Keputusan  Gubernur
Lampung.

ang-undang Nomor 14 Tabun 1964 tentany Pembentukan
si Dacrah Tingkat | Lampung;

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 temang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 235 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Daerah;

Peraturan  Pemerintah  Nomeor 25 Takun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otanom;

Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tabun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Kevangan Daerah,
Keputusan Presiden Nomor 16 Tabun 1999 tentang Persiapan
Pervbahan Tahun Anggaran dari Tabun Fiskal menjadi
Tahun Takwim;

7. Keputusan



Memperhatikan

Menstapkan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan
Penzawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penvusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  Perbitungan
Anggzaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tabun 2004
tentang [ pan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinst Lampung Tahun Anggaran 2004

© 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999

tentang  Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam
Pengurusan Keuvangan Daerah,

1

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 1023/PUOD
tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksansan tentang
Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam  Pengurusan
Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  GUBERNUR  LAMPUNG TENTANG
PENUNIUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS
DAERAH  PADA  BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROPINSI LAMPUNG SEBAGAl BENDAHARA
UMUM DAERAH PROPINSI LAMPUNG

BAB 1
BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal |

Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan
Sekretaniat Daerah  Propinsi  Lampung  ditetapkan  sebagai
Bendahara Umum Daerah Pemerintah Propinsi Lampung yang
mempunyai tugas pokok velengaarakan administrasi k
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Pemerintah Propinst
Lampung

BARB 1L



BAB 11
TUGAS DAN FUNGS!

Pasal 2

{1) Sebagai Bendahara Umum Daerah, Bagian Kas Daerall mempunvai tuzas
i i Keuangan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas

menyelengarakan ad
Daeral Propinsi Lampung,

(2. man Penteyg

Pelaksasaan
b, Pelaksanaan administra:
¢ Pengendalian adn

surat be:
d Penyele

pencrimann Kas Daeral Propins,
pengeluaran Kas Daerah Propins,

ristrasi penerimaan, pengeluaran, pembayaran vang dan
area milik Daerah vang ada di Bank;

graraan administrasi pemungutan dan penyetoran pajek

Pasal 3

Aas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagar Bendabara U
dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Bagian P
Keuangan Schretariat Dacrah Propinsi Lampung ber
Lampung.

m Daerah sebaganmana
negang Kas Daerahi pada Biro
tanggungjawab kepada Gubernur

BAB I
KETENTUAN LATN-LAIN DAN |

Pasal 4

1 Keputusan int ditetapkan babwa pada pricsipnya uang dacrah yang dikelola oleh
Bendahara Umum Daerah disimpan pada Bank Pemerintah v
Bendahara Umuny Daerab wagib berusaba semaksimal mungkin unutk mengus
agar wang milik Daerah yang belum digunakan dapat disimpan dalam bemuk Kas
deposito sepanjang tidak mengeanggu likuiditas Keuangan Daerah

Pasal 5

Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan Jasa Gire merupakan
Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai belaku sejak tan, 2 Janui 2004 dengan ketentuan apabila
dikemudian hart ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetukin sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di * Telukbetung
Pada Tangial - 2 ~ {1 - 2004
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